


3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 34 70); 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839); 

6. Unclang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan 
Unclang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3516); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang pemeliharaan 
clan pernanfaatan benda cagar budaya di museum (Lembaran Negara 
Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewarganegaraan Pemerintah clan Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri clan Otonom Daerah Nomor 22 
Tatum 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daeral1; 

13. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 
Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintall Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran 
Daerah Talum 1987 Nomor 10); 

14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 
tentang Pembentukan Organisasi clan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah 
Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 
52);. 
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Menetapkan 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PRO PINS I KALIMANT AN TENG AH 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TEl\1TANG 
RETRIBUSI MASUK MUSEUM BALANGA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud clengan : 
1. Daeral1 adalah Daeral1 Propinsi Kalimantan Tengah 
2. Pemerintah Daerah ada1ah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya 

sebagai badan eksekutif daerah. 
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. 
4. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Tengah. 
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan clan Kebudayaan Propinsi 

Kalimantan Tengah. 
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan 

Tengal1 
7. Kas Daeral1 adalal1 Kas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. 
8. Museum Balanga adalah Museum Daeral1 Propinsi Kalimantan Tengah yang berada di 

Palangka Raya sebagai lembaga, tempat menyimpan, perawatan, pengamatan clan 
pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan 
lingkungannya guna memmjang upaya perlindungan clan pelestarian kekayaan budaya 
bangsa 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daeral1 sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daeral1 untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 

10. Retribusi jasa umum adalal1 retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan masyarakat umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 

11. K.arcis ada1ah secarik kertas kbusus sebagai taAd.l bukti telah membayar retribusi Wltuk 
masuk Museum Balanga 
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BAB II 
NA1\1A, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Masuk Museum Balanga dipungut retribusi pembayaran atas 
Pelayanan museum balanga. 

Pasal 3 

Objek Retribusi adalah Pebyanan Museum Balanga bagi para penunjang yang memanfaat­
kan dan menggunakan serta menikmati fasilitas yang disediakan oleh Pernerintah Propinsi. 

Pasal 4 

(1) Suqjek Retribusi adalah masyarakat umum, perorangan maupun rombongan 
meudar'<'t\-a,, pe!ayamm masuk Museum Balanga. 

l2) Setiap pengunjung yang masuk Museum Ba!anga baik perorangan maupun rombongrn 
dikenakan Retribusi Ivfasuk dalam bentvk karci&. · 

BAB ill 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Museum Balanga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 

BAB IV 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 6 

( l) Stmktur tarif biaya Retribusi digolongkan pada jenis tarif proporsional yang ditentukan 
berdasarkan usia yaitu anak. dewasa clan rombongan. 

(2) Besarnya Retribusi atas pelayanan museum balanga sebagaimana dimalr..sud dalam ayat 
( l) adalah sebagai berikut : 

a. Karcis anak-anak sebesar Rp. 1.000,-
b. Karcis dewasa sebesar Rp. 2.500,-
c. Untuk rombongan umum minimal 10 orang dikenakan biaya 50 % dari harga karcis 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. 
d. Bagi pelajar dan si~w.t baik perorangan maupun rombongan diberikan potongan harga 

50 % dari harga karcis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 
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BAB V 
WILAV AH PEMUNGUT AN 

Pasal -, 

Retribusi dipungut di lokasi Museum Balanga yang terletak di jalan Tjilik Riwut Km 2,5 
Palangka Raya. 

BAB VI 
T ATACARA PUN GUT AN DAN PENVETORAN RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis masuk 

(3) Pembantu Benclaharawan khusus penerima. wajib menyetor uang hasil pungutan ke Kas 
Daerah paling lama l x 24 jam kecuali ditentukan lain oleh Gubernur. 

Pasal 9 

( 1) Bentuk clan model formulir karcis masuk clan tanda bukti penyetoran pungutan 
ditetapkan oleh Gubemur. 

(2) Segala formulir/surat tanda bukti pemungutan clan penyetoran uang karcis masuk 
Museum Balanga disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

Pasal 10 

( 1) Kepada lnstansi pemungut dan pengelola diberikan uang insentif sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku. 

(2) Prosedur dan tatalaksa.r1a pem1intaan uang insentif diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Gubernur. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 

(1) Pembinaan dan pengawasan pungutan retribusi secara tekuis fungsional dilaksanakan 
oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

(2) Pembinaan dan pengawasan secara operasional dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 12 

( l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah : 
a. Menerima. mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. 

b. Menerima, mencari , mengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilak:ukan sehubungan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah. 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidan.g Retribusi Daerah. 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain dengan tindak 
pidana dibidang Retribusi Daerah. 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatata,., 
dan dokumentasi lain serta melakukan penyitaa.'l terhadap barang bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak 
pidana dibidang Retribusi Daerah. 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung clan memeriksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pad.a huruf e. 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak piclana Retribusi Daerah untuk di 
dokumentasikan. 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya clan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi. 

j. Menghentikan penyidikan. 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat <)) memberitahuka.'1 dimulainya 

penyidikan clan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
A.cara Pidana. 

BAB IX 
KETENTUAN PIDANA. 

(l) Setiap orang yang melanggar btentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataU 
denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang. 
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(2) Tindak pidana sebagai m;:ma dimaksud dalam ayat (I) adalah pelanggaran. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan 
di atur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur. 

Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang ..!apat menget.1!:.'.l;.ny,., n:.0merint;.ihkan pcng,l;cdal.,gan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 24 September 2002 

SEKRET ARIS DAER.1f PROPINSI 
KALIMANT ~ENGAH, 

~ 
Pembina Utama 

NIP. 010 049 641 

Disahkan di Palangka Raya 
pada tanggal 21 September 2002 

LEMBARAN DAERAH PROPlNSI KALIMANT AN TENGAH 
TAHUN 2002 NOMOR 91 SERI C. 
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH PR0PINSI KALIMANTAN TENGAH 

N0MOR 10 TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI MASUK MUSEUM BALANGA 

I. PENJELASAN UMUM 

Deng.an berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan 
f);--~ 0 ~1, r1,,, n,~"''Tl:~ 0 ,~"1er' 0

;
1::ih Nomor '.:" T::1 11 1111 ?000 ten1:ing Kewe1nngan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pengelolaan 
Museum Balanga, diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. 

Untuk meningkatkan pelayanan jasa Museum Balanga maka diperlukan retribusi 
pembayaran karcis setiap masyarakat yang mengunjungi. Adapun tarif karcis masuk 
2,,~1,,e;,irn te,rsebut ditentuhm i}'.;fdasarka11 usia anak-anak, dewasa dan rombongan. 
Retribusi karcis masuk Museum Balanga kepada pengunjung merupakan pendapatan 
daerah : 

Adapun tarifRetribusi masuk Museum tersebut ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s.d. Pasal 5 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 7 s.d. Pasal 15 : 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Yang dimaksud dengan anak-anak adalah berusia 4 tahun 
s.d. 17 talmn dan dewasa adalah berusia 18 tahun ke atas atau 
sudah kawin. 

Cukup jelas. 
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